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BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR     13    TAHUN 2015 

TENTANG 

STANDAR HONORARIUM DAN BELANJA BARANG/JASA 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 
 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pendanaan kegiatan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang yang efektif, efisien 

dan terkendali serta untuk melaksanakan ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 

 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur 

 dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 

 Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu mengatur Standar 

Honorarium dan Belanja Barang/Jasa Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Malang dengan Peraturan Bupati;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan                  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011              

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                      

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  

 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti                         

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

 Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015            

 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

 Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan 

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  

 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti                         

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

 Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015            

 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

 Indonesia Nomor 5678); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);   



 

D:\MBAK EKI 2015\AP\Perbup Standar Honorarium.doc 

 

3 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang  

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan  Presiden   Nomor  54  Tahun  2010  tentang  

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 

 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur 

 dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 

 Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

 Indonesia Tahun 2015 Nomor 657); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23                

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 

Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan               

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6                     

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang               

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A); 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10               

Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan 

Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007                

Nomor 2/E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1                    

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008                 

Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1                   

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah                     

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014                      

Nomor 2 Seri C); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13                       

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 5 Seri A); 

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2014 Nomor 9 Seri A), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang            

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 3 

Seri A); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM 

DAN BELANJA BARANG/JASA PEMILIHAN BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI MALANG. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

   

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malang. 

5. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU 

adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. 

6. Panitia Pengawas Pemilihan, yang selanjutnya disingkat 

Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten 

Malang. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Standar 

Honorarium dan Belanja Barang/Jasa Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Malang. 

 

BAB III 

PENGANGGARAN 

 

Pasal 3 

 

(1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi KPU dan 

Panwas dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran untuk 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Malang. 

(2) Standar Honorarium dan Belanja Barang/Jasa       

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(3) Standar Honorarium dan Belanja Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga 

paling tinggi serta sudah termasuk segala biaya yang 

diakibatkannya, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn). 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

  

 

  Ditetapkan di Malang 

  pada tanggal   15 Mei        2015 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd, 

 

H. RENDRA KRESNA 

Diundangkan di Malang 

pada tanggal  15 Mei    2015 

    SEKRETARIS DAERAH 

 

          Ttd,  

 

               ABDUL MALIK 

       NIP. 19570830 198209 1 001 
 

 Berita Daerah Kabupaten Malang 

         Tahun 2015 Nomor    4    Seri A  


